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BUPATI MINAHASA UTARA 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR i{, TAHUN 2022 

TENT ANG 
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 
perlu dilakukan upaya pencegahan potensi terjadinya 
benturan kepentingan Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara; 

b. bahwa dalam rangka untuk menyamakan persepsi 
dan pemahaman tentang benturan kepentingan, 
perlu disusun pedoman penanganan benturan 
kepen tingan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan 
Penanganan Benturan Kepentingan; 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 t ntan 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utar di Pr in. i 
Sulawesi Utara (Lcmbaran Negara R pu blik Ind n ,'° i 
Tahun 2003 Nornor 148, Tarnbahnn l.emb ir rn 
N c r R publil lndon sin Nornor 4 -l ); f 
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ndn ng- 11clu11p Nonu r ! 'l'n h u n �() I t,·rit11nf� 
Apnr tur �ipil N · 'llrst (Lcnil,s1rn11 Clf'JJ.Jirs, I ·p 11,Jik 
I ndon isin Toh u n 201 l Nornor (>, ' 11 rn I rtlw n 

Ill ban n N rnrn ,� ipu hli I< It clone 1i;i 

4. Undang-Undan 1 N m r 23 Tnhun 20 I 'l t,:r t:,nv 
P rncrintahan Da rah (Lcrnbnran N • 1 rn I cpu l Ilk 
Indonesia Tahun 201 Nomor 2 , Tn m ha hn n 
Lembaran N gara Republik lndon . ia N m r , 8 ) 
sebagaimana t lah diub h b b r pc kr Ii l ·r" khir 
dengan Undang-Undang Nomor I l Tahun 20 
tentang Cipta Kerja (Lembaran N g r 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 T mba ' 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 t n 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lcmb ran N 
Republik Indonesia Tahun 2021 Norn r 
Tambahan Lembaran Negara R publik lndon ia 
Nomor 6718); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap ratur N 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 T, hun 2012 
tentang Pedoman Umum P nanganan nturr n 
Kepentingan (Serita Negara R publik lndon 
Tahun 2012 Nomor 65); 

,cc I 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT ANG MAN 
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d ngan: 
1. Benturan Kepentingan adalah suatu kondi i di m n 

pertimbangan pribadi memengaruhi d n/ t u d p t 

menyingkirkan profesionalita t ct I m 
pengambilan suatu keputusan. 

2. Gratifikasi adalah kegiatan m mb ri t u m ne 1 irn. 
hadiah dalam bentuk u ng, bar n , r l nt Ii. k n). 

bun 
t\ 

m n nun 
I . t I •,) l l t� I . l I t · \ 

u nt ul 1 1 ·1 lt'llf ruhi k I ut u s: 11. t 
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3. Hubungan Afiliasi Pribadi atau olong: n adulah 
hubungan yang dimiliki olch pcny ·I ·ng11: rr 
Pemerintahan Daerah dengan pihak tcrt ntu baik 
karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan , 
maupun hubungan lainnya yang dapat memengaruhi 
keputusan dan/atau tindakan tertentu. 

4. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang 
menjadi kendala bagi pencapaian tujuan 
pelaksanaan kewenangan yang disebabkan karena 
struktur dan budaya organisasi yang ada. 

5. Perangkapan Jabatan adalah situasi di mana 
pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja, calon pegawai negeri sipil maupun 
pegawai badan usaha milik daerah yang menduduki 
2 (dua) atau lebih jabatan publik. 

6. Penyalahgunaan Wewenang adalah membuat 
keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan 
tujuan atau melampaui batas-batas pemberian 
wewenangyang diberikan oleh peraturan perundang- 
undangan. 

7. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan 
pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja, calon pegawai negeri sipil maupun 
pegawai badan usaha milik daerah mengenai suatu 
hal yang bersifa t pri badi. 

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga n gara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, .' n 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untul j ngk 
waktu tertentu dalam rangka m lak an k n tug ' 
pcmerintahan. 

11. Calon Pcgawai N g ri ipil y n sel njur ny 1 

diuingknt CPN ndnlnh w rgn n --gnr \ l nrloue i 1 y u 
lu lu s p n .rirnru n H I lrni I N ', 11 hil m u n u h i 
s arnt t crtci tu clinngl u . t' irn t t 1 

ol !I p ·jnhrtt p .ruhiru kt'p«·g w ti, n u nt u k 
m nd ud uki jr I> t n p merinu hnn.l 
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12. Daerah adalah Kabu patcn Minahasa Utara. 
13. Pemerintah Daerah adalah Bu pati s .b: gai un ur 

penyelenggara pemerintahan D erah yang mcmimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi 
kewenangan daerah otonom. 

14. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

16. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Minahasa 
Utara. 

17. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati 
dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara. 

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 
bagi PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD dalam 
melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan 
Benturan Kepentingan. 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, antara lain: 
a. menciptakan budaya pelayanan pu blik yang dapat 

dengan cepat mengetahui, mencegah, dan mengatasi 
situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan 
efisien bagi PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai 
BUMD; 

b. mencegah terjadinya Penyalahgunaan Wewenang 
dalam pelayanan pu blik; 

c. mencegah terjadinya kerugian negara; 
d. menegakkan integritas; dan 
e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 

BAB II 
BENTURANKEPENTINGAN 

Bagian Kesatu 
Sumber Benturan Kepentingan 

Pasal 4 
Sumber penyebab B n u ran K p ntin n, nt r I in: 
a. Pcnyalahgu naan W w •n ng; f 
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bisa 
profesional, 

tidak 
secara 

b. Perangkapan Jabatan sehingga 
menjalankan jabatannya 
independen, dan akuntabel; 

c. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan dengan 
pihak tertentu; 

d. Gratifikasi; 
e. Kelemahan Sistem Organisasi, dan 
f. Kepentingan Pribadi. 

Bagian Kedua 
J enis Benturan Kepen tingan 

Pasal 5 
Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dan 
dilakukan oleh PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai 
BUMD, antara lain: 
a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan 

dekat/ ketergan tungan / pem berian Gratifikasi; 
b. proses pemberian/penerbitan izin yang diskriminatif; 
c. pengangkatan dan/ atau mutasi pegawai berdasarkan 

hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi; 
d. pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah 

berdasarkan keputusan yang tidak profesional; 
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; 
f. menggunakan aset dan informasi rahasia untuk 

Kepentingan Pribadi; 
g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, 

standar, dan prosed ur; 
h. melakukan pengawasan atas pengaruh orang lain; 
i. melakukan penilaian atas pengaruh orang lain; 
j. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, 

dan prosedur; dan 
k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan 

yang mengharapkan hasil dari pekerjaan. 

BAB III 
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Bagian Kesatu 
Kewajiban 

Pasal 6 
Setiap PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD wajib 
menjauhi dan menghindari terjadinya Ben tu ran 
Kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya. 

Pasal 7 
S iap PNS, PPPK, C NS maupun P g w 1 UM .\\njibf 

m ngidentifika i apabila l rdap t Bcnturnn K P nungan 
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di perangkat daerahnya/unit k rj nya dan/atau ·mpa 
kerjanya. 

Bagi an Ked ua 
Prinsip Penanganan 

Pasal 8 
Prinsip penanganan Benturan Kepentingan meliputi: 
a. mengutamakan kepentingan publik; 
b. menciptakan keterbukaan penanganan dan 

pengawasan Benturan Kepentingan; 
c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap 

keteladanan; dan 
d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang 

tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penanganan 

Pasal 9 
(1) Setiap PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD 

yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan 
Kepentingan dapat melaporkan kejadian/keadaan 
tersebut kepada atasan langsung. 

(2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga terlibat Benturan Kepentingan, 
maka dapat melaporkan kepada atasan dari atasan 
langsung secara berjenjang sampai kepala Perangkat 
Daerah. 

(3) Apabila kepala Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya 
Benturan Kepentingan, maka laporan disampaikan 
kepada asisten sesuai dengan jalur koordinasi 
asisten. 

(4) Apabila asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, 
maka laporan disampaikan kepada Sekretaris 
Daerah. 

(5) Apabila Sekretaris. Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terlibat juga dalam Benturan 
Kepentingan, maka pejabat pemerintah Daerah dapat 
melaporkan kepada Bupati. 

(6) Masyarakat yang mengetahui/mengal mi t tj tiny 1 

Benturan Kepentingan, dapat m lap rkan :inn/ t u 
mcmbcrikan keterangan adanj a du ann B -nt un n 
I< P ntin an k P da In pcktorat inn/ntnu m l lu i 
sarat r. pen zadu n mru nrnk \t , ng Ii di k tu I -h 
Pcm .rintah 0£ rnh. f 
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Pasal 10 
(1) Laporan kejadian/keadaan Benturan Kepcntingan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan 
dengan melampirkan bukti terkait. 

(2) Bukti terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
paling sediki t beru pa: 
a. foto;· 
b. video; 
c. rekaman; 
d. tangkapan layar handphone (screenshot); dan 
e. keterangan saksi. 

(3) Laporan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditindaklanjuti melalui pemeriksaan 
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan 
diterima. 

(4) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana pada ayat 
(3), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 
kemudian dilaporkan kepada atasan langsung secara 
berjenjang dengan tembusan Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 
Inspektorat. 

(5) Apabila basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak ditemukan adanya Benturan 
Kepen tingan, maka: 
a. PNS, PPPK, CPNS. maupun pegawai BUMD tetap 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam 
kegiatan tersebut; atau 

b. keputusan dan/ atau tindakan PNS, PPPK, CPNS 
maupun pegawai BUMD yang sudah dikeluarkan 
tetap berlaku. 

(6) Apabila basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) terbukti benar adanya Benturan 
Kepentingan, maka: 
a. PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD 

tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan 
perundang-undangan; dan 

b. keputusan dan/ atau tindakan yang telah 
diterbitkan perlu ditinjau kembali. 

BAB IV 
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI 

Pasal 11 
PNS, PPPK, CPNS maupun pegawai BUMD yang t rbukti 
benar adanya Benturan Kepentingan s ba airnan 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dik .nai , nk i 
administratif berupa: 
a. leguran lisan; 
b. tegu ran tertu Ii ; � 
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P .myataan tidak J1UU8 se aru t .rtu liu dnri ala ,:tn� 
d. P motongan tarnbnhan p inghnsilun P ·1�awal cbe :t 

25°/t, (dua puluh lirnu rem in) s ilnrna ( ·nom) hu ln n; 
e. pcmotongan tarnbahan pcnghaailan p .gawai H ·b 'B;tr 

25% (dua puluh lima pcrscn) sclama (s .rnhilan 
bu Ian; 

f. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 
25%) (dua puluh lima persen) selama l 2 (dua belas] 
bulan; dan 

g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 
(dua belas) bulan. 

BAB V 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 12 
(1) Pengendalian dan penanganan Benturan 

Kepentingan di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja 
menjadi tanggung jawab seluruh PNS, PPPK, CPNS 
maupun pegawai BUMD yang bersangkutan. 

(2) Pengendalian dan penanganan Benturan 
Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh 
masing-rnasing kepala Perangkat Daerah/ Direksi 
BUMD. 

(3) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan di 
lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh 
Inspektorat. 

BAB VI 
MONITORING DAN EVALUASI 

BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 13 
Setiap kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD 
melakukan monitoring dan evaluasi Benturan 
Kepentingan secara berkala di Perangkat Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad tun" 
diundangkan. 

I\ ar s tiap 
P .ngundr ng' 1 

ran m ·n ·tnhuin n, rn .'n�crint ihk n f J> .raturun IJuµ u i 11\l d ngan 
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penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn 
Minahasa Utara. � 

Ditetapkan di Airmadidi 
pada tanggal U- f\-p<1./ 2022 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

.�--- ' 
JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal 1.,t April 2022 
Pj. SEKRET, S DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 
NOMOR {8 

Pen olah 
Bupati Minahasa Utara 

Wakil Bu ati Minahasa Utara 
Pi. Sekretaris Daerah 

Sekretaris BKPSDM 
Kabid Renbin 
Kasubbid Disi lin 
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